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PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR !| TAHUN 2016

TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin

kesejahteraan tiap warga  negaranya, termasuk
perlindungan Perempuan dan Anak dari segala bentuk
kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

.bahwa maraknya kejahatan dan kekerasan terhadap

perempuan dan anak dimasyarakat, memerlukan
peningkatan komitmen serta koordinasi dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta semua
pemangku dalam rangka melakukan langkah-langkah

penanganan dan pencegahan;

. bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan

dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan
dan anak, merupakan salah satu urusan wajib yang
mernjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah

Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan

Anak.

. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam



Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970
tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan
Payakumbuh ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 19);

. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang
pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala
bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Convention on the
Elimationn of all foms of Discrimination Againt Women )
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
3277 );

. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886) ;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235 ) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5606);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor
95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4419);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasafl Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3720 );

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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Menetapkan : PERATURAN

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 );
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak
yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5732}

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun
2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan
Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota
Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2008 Nomor 04 );

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 tahun 2013
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah

Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 03 Je

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN :

PEREMPUAN DAN ANAK

DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
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